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Kepada,
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di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2024;



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Manggarai Timur dalam pelaksanaan pengawasan seluruh

tahapan pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 khusus pada tahapan pendaftaran

pasangan calon yang akan segera dilaksanakan pada 27 s/d 29 Agustus 2024

mendatang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur

perlu mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

e Persyaratan Pencalonan:

1.

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu
dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan
perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD
atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah
dalam Pemilu anggota DPRD di Daerah yang bersangkutan;

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 1 jika hasil bagi
jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari
jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas;

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik
peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan
ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
akumulasi perolehan suara sah, ketentuan ini hanya berlaku untuk partai
politik peserta pemilu yang memperoleh kursi di DPRD;

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik peserta
pemilu hanya dapat mengusulkan 1 (satu) Pasangan Calon;

Perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi DPRD
sebagaimana dimaksud pada penetapan KPU atas hasil Pemilu
Anggota DPRD terakhir;



6. Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk kabupaten

ditetapkan denga Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur.

e Persyaratan Calon:

1. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk

mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota;

2. Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenubhi

persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat;

berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk
Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota;

mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan
narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh
dari tim;

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan
tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam
pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak
pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai
pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang
berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka

mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai



mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang
berulang-ulang;

. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan
dengan surat keterangan catatan kepolisian;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan
dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak
pribadi;

. belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur,
bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota selama 2 (dua)
kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon
Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

. belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk Calon Wakil
Gubernur, atau bupati/walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon
Wakil Walikota pada daerah yang sama;

. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, wakil gubernur, bupati,
wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri
di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

. tidak berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau
penjabat walikota;

. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan;

menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta

Pemilihan; dan



s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan
usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

e Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten
Manggarai timur, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.

¢ Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan
Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan
Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan
Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon
atau Pasangan Calon pengganti.

e Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan
pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur,
tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

e Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud di atas
mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon
dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

e Paratai pengusung dan partai pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Manggarai Timur menyiapkan kelengkapan dokumen

pendaftaran pasangan calon.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang.
2. Arsip



